
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Judul: 

“JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS): Model Tata Kelola Integrasi Data Kebencanaan 

Berbasis Artificial Intelligence untuk Memperkuat Ketangguhan Jawa Timur sebagai Gerbang 

Baru Nusantara” 

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara sekaligus salah 

satu wilayah dengan risiko multibencana tertinggi di Indonesia. Ancaman bencana yang semakin 

kompleks berpotensi mengganggu pembangunan, investasi, pelayanan publik, dan konektivitas 

wilayah sehingga memerlukan sistem pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan adaptif. 

Meskipun telah didukung regulasi, kelembagaan, dan Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana (Pusdalops), tata kelola data kebencanaan masih menghadapi kesenjangan 

kebijakan (policy gap). Data tersebar pada berbagai instansi, belum terintegrasi secara optimal, serta 

belum mampu menghasilkan informasi prediktif real-time yang mendukung koordinasi dan 

pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). 

Policy Brief ini mengusulkan JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) sebagai model tata 

kelola integrasi data kebencanaan berbasis Artificial Intelligence yang mengintegrasikan data 

multisumber dari BPBD, BNPB, BMKG, PVMBG, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan 

sumber data lainnya ke dalam satu ekosistem analitik. J-DIS mentransformasikan Disaster Data 

menjadi Disaster Intelligence sebagai dasar Decision Intelligence, sehingga meningkatkan kualitas 

analisis risiko, sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan pemerintah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan kebijakan implementasi J-DIS melalui 

penguatan regulasi, integrasi data lintas sektor, pengembangan infrastruktur digital dan Artificial 

Intelligence, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi Pentahelix. Kebijakan ini 

menjadi fondasi transformasi tata kelola kebencanaan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan guna 

memperkuat ketangguhan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. 

 

2. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara dengan peran 

sebagai pusat perdagangan, industri, logistik, investasi, dan konektivitas kawasan Indonesia bagian 

timur. Posisi tersebut menjadikan stabilitas wilayah sebagai prasyarat utama keberlanjutan 

pembangunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kebencanaan menjadi kebutuhan strategis untuk 

menjaga daya saing daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat risiko multibencana tertinggi di Indonesia, Jawa 

Timur menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, cuaca 

ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut 

sistem penanggulangan bencana yang mampu menghasilkan analisis risiko, peringatan dini, dan 

pengambilan keputusan secara cepat, akurat, serta berbasis bukti (evidence-based policy). 

Percepatan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu 

Data Indonesia, dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang untuk meningkatkan 

kualitas tata kelola kebencanaan. Integrasi data lintas sektor dan analisis berbasis AI memungkinkan 

pemerintah menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan prediktif guna mendukung 

koordinasi, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, 

implementasi di Jawa Timur masih menghadapi kendala berupa fragmentasi data, keterbatasan 

interoperabilitas, dan belum optimalnya pertukaran data secara real-time. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan (policy gap), yaitu belum 

tersedianya model tata kelola yang mengintegrasikan data kebencanaan lintas sektor dengan dukungan 

Artificial Intelligence dalam satu ekosistem pengambilan keputusan daerah. Untuk menjawab 

kebutuhan tersebut, Policy Brief ini mengusulkan JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) sebagai 



model tata kelola integrasi data kebencanaan berbasis Artificial Intelligence yang mentransformasikan 

Disaster Data menjadi Disaster Intelligence sebagai dasar Decision Intelligence, sehingga memperkuat 

ketangguhan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. 

 

3. ANALISI PERMASALAHAN / DISKRIPSI MASALAH 

3.1. Analisis Permasalahan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama tata kelola kebencanaan di Provinsi 

Jawa Timur bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada belum optimalnya 

integrasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data lintas sektor sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Meskipun berbagai instansi telah memiliki data kebencanaan, peta risiko, sistem peringatan dini, 

dan Pusdalops, data masih tersebar pada berbagai platform dengan standar yang berbeda sehingga 

belum mampu menghasilkan informasi real-time yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi 

dan respons kebencanaan secara efektif. 

Tiga Permasalahan Strategis 

• Fragmentasi tata kelola data, ditandai oleh belum optimalnya integrasi, interoperabilitas, dan 

standardisasi data antarinstansi.  

• Belum berkembangnya tata kelola digital berbasis Artificial Intelligence, sehingga data 

belum mampu menghasilkan analisis prediktif dan rekomendasi kebijakan secara cepat.  

• Koordinasi kelembagaan yang belum optimal, akibat perbedaan kewenangan, kualitas data, 

kapasitas SDM, dan mekanisme berbagi informasi yang masih bersifat sektoral.  

Tiga Akar Masalah 

• Belum tersedia kebijakan daerah yang mengatur integrasi data kebencanaan, AI 

Governance, interoperabilitas, dan Decision Support System.  

• Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan teknologi, meliputi infrastruktur digital, keamanan 

siber, kualitas data, dan kompetensi aparatur.  

• Belum terbentuknya budaya tata kelola berbasis data, sehingga proses pengambilan 

keputusan masih didominasi koordinasi manual dan belum memanfaatkan analisis digital 

secara optimal.  

Tiga Dampak Strategis 

• Keterlambatan penyusunan situational awareness, analisis risiko, dan sistem peringatan dini, 

sehingga mengurangi kecepatan respons pemerintah.  

• Menurunnya efektivitas koordinasi lintas sektor, akibat perbedaan sumber data, potensi 

duplikasi informasi, dan rendahnya interoperabilitas sistem.  

• Belum optimalnya kualitas pengambilan keputusan, karena informasi belum sepenuhnya 

terintegrasi, prediktif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), yang berdampak pada 

efektivitas perlindungan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, investasi, dan pelayanan 

publik.  

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, diperlukan JATIM Disaster Intelligence System (J-

DIS) sebagai model tata kelola yang mengintegrasikan data multisumber, memperkuat koordinasi 

lintas sektor, serta memanfaatkan Artificial Intelligence secara akuntabel untuk menghasilkan 

Disaster Intelligence sebagai dasar Decision Intelligence, sehingga mendukung pengambilan 

keputusan kebencanaan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif. 

 

 



3.2. Analisis Stakeholder 

Keberhasilan implementasi J-DIS sangat ditentukan oleh Key Player sebagai pengambil 

keputusan dan pengarah kebijakan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk 

memastikan integrasi data, interoperabilitas sistem, serta koordinasi lintas sektor sehingga 

menghasilkan tata kelola kebencanaan yang efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based 

policy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analisis Kebijakan Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulasi nasional dan daerah telah menyediakan landasan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, SPBE, dan Satu Data Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan 

integrasi antara tata kelola data kebencanaan, Artificial Intelligence, dan pengambilan keputusan. 

JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) menjadi solusi kebijakan integratif untuk 

mewujudkan Disaster Intelligence–Decision Intelligence yang cepat, adaptif, dan akuntabel.. 

 

3.4 Alternatif Kebijakan 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan gap analysis, terdapat tiga alternatif kebijakan 

untuk memperkuat tata kelola kebencanaan di Provinsi Jawa Timur. Perbandingan ketiga alternatif 

disajikan pada Tabel 1 berdasarkan efektivitas, efisiensi, biaya, dampak, risiko, dan keberlanjutan 



Tabel 1. Perbandingan Alternatif Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alternatif 1 – Business as Usual  

Memanfaatkan mekanisme yang telah berjalan sehingga tidak memerlukan investasi baru. 

Namun, pendekatan ini belum mampu mengatasi fragmentasi data, keterbatasan 

interoperabilitas, dan rendahnya kemampuan analisis prediktif. 

• Alternatif 2 – Penguatan Sistem Eksisting 

Meningkatkan kapasitas Pusdalops, interoperabilitas sistem, dan kompetensi SDM dengan 

investasi yang relatif moderat. Meskipun memperbaiki kinerja operasional, pendekatan ini 

masih bersifat inkremental dan belum membangun ekosistem Disaster Intelligence yang 

terintegrasi. 

• Alternatif 3 – Implementasi JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) 

Mengintegrasikan data multisumber, Artificial Intelligence, analisis prediktif, dan Decision 

Support System dalam satu ekosistem pemerintahan digital. Walaupun membutuhkan 

investasi awal yang lebih besar, alternatif ini memberikan manfaat jangka panjang melalui 

peningkatan kualitas keputusan, efisiensi operasional, dan koordinasi lintas sektor. 

J-DIS dipilih sebagai alternatif kebijakan terbaik karena memiliki efektivitas, dampak, dan 

keberlanjutan tertinggi. Model ini mentransformasikan tata kelola kebencanaan dari Disaster Data 

menuju Disaster Intelligence–Decision Intelligence, sehingga mampu mendukung pengambilan 

keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti untuk memperkuat ketangguhan Jawa 

Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. 

 

3.5 Novelty JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) 

Keunggulan JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) terletak pada transformasinya 

sebagai model tata kelola kebencanaan berbasis data dan Artificial Intelligence, bukan sekadar 

aplikasi digital. Novelty J-DIS diwujudkan melalui lima inovasi utama: 

• Disaster Intelligence 

Mengintegrasikan data multisumber menjadi informasi strategis untuk analisis risiko, 

peringatan dini, dan pengambilan keputusan real-time berbasis bukti.  

• AI Governance 

Menerapkan tata kelola AI yang transparan, akuntabel, aman, dan berorientasi pada human-

in-the-loop sebagai Decision Support System.  

• Decision Intelligence  

Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis analisis prediktif guna meningkatkan 

kecepatan, ketepatan, dan kualitas pengambilan keputusan.  



• Collaborative Governance 

Menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, relawan, dan masyarakat dalam 

satu ekosistem data kebencanaan yang terintegrasi.  

• Smart Province 

Mendorong transformasi Jawa Timur menuju tata kelola kebencanaan digital yang adaptif, 

kolaboratif, dan berkelanjutan.  

J-DIS mentransformasikan paradigma Disaster Data menjadi Disaster Intelligence, 

sehingga memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan meningkatkan ketangguhan 

Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. 

 

3.6 Model Konseptual JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) mengintegrasikan Big Data dari 

berbagai sumber kebencanaan sebagai input, meliputi data BPBD, BNPB, BMKG, PVMBG, 

perangkat daerah, sensor IoT, citra satelit, drone, media sosial, dan laporan masyarakat. Seluruh 

data diproses melalui infrastruktur SPBE dan Satu Data Indonesia menggunakan Artificial 

Intelligence Engine untuk melakukan validasi, integrasi, analisis prediktif, serta menghasilkan 

Disaster Intelligence yang selanjutnya diolah melalui Decision Support System (DSS). 

Output model berupa informasi strategis yang disajikan melalui Governor Executive 

Dashboard untuk mendukung koordinasi Pusdalops, perencanaan berbasis risiko oleh Bappeda, 

serta pengambilan keputusan pimpinan daerah secara cepat dan berbasis bukti. Dengan 

pendekatan tersebut, J-DIS menghasilkan outcome berupa tata kelola kebencanaan yang lebih 

prediktif, kolaboratif, adaptif, dan terintegrasi, sehingga memperkuat ketangguhan Jawa Timur 

sebagai Smart Province dan Gerbang Baru Nusantara. 

 

4. REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, policy gap, dan evaluasi alternatif kebijakan, 

Implementasi JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) merupakan alternatif yang paling layak 

untuk memperkuat tata kelola kebencanaan di Provinsi Jawa Timur. 



 

Tabel 2. Rekomendasi Implementasi JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roadmap Implementasi J-DIS (2027–2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks Risiko Implementasi 
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Matrik Resiko dan Strategi Mitigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JATIM Disaster Intelligence System (J-DIS) layak diterapkan karena mampu menjembatani 

kesenjangan integrasi data, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Implementasi dilakukan secara 

bertahap melalui penguatan regulasi, kelembagaan, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia, 

disertai pengelolaan risiko yang terukur. Pendekatan ini memastikan transformasi tata kelola 

kebencanaan berlangsung adaptif, berkelanjutan, dan mendukung ketangguhan Jawa Timur sebagai 

Gerbang Baru Nusantara. 
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